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PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Skr
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam

perkara Cerai Gugat antara:

I . (< I -
di Kobar, 10 Oktober 1997, umur 23 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
tinggal i |
I <-bupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan

Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

I, . < I -hir
di Purworejo, 02 Januari 1997, umur 24 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel Mobil, tempat
tinggal di |
-, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register
Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 8 Februari 2021, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat, sesuai Buku Nikah Nomor | . t2noo2!
23 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
. <abupaten
selama 4 tahun sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak, bernama | IIEIGNGENENEEE - di
Sukamara tanggal 30 September 2016 dan saat ini berada dibawah
pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain:

a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang diketahui oleh
Penggugat dari kakak kandung Penggugat, yang menyatakan bahwa
Tergugat sudah menikah siri ketika masih berada dalam ikatan
perkawinan dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan
perempuan selingkuhan Tergugat tersebut hamil dan sudah melahirkan;

b. Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga untuk kebutuhan
sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang
pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2020 disebabkan Tergugat ketahuan
selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan dari keterangan kakak
kandung Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah siri dan memiliki anak
dengan perempuan tersebut, dan Penggugat pada saat itu menanyakan
pada Tergugat apakah Tergugat lebih memilih perempuan tersebut atau
tetap bersama Penggugat. Namun, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat

lebih memilih perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, sampai saat ini
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telah berpisah rumah dari tanggal 05 bulan Agustus tahun 2020. dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik
lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut::
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (G
) <rhadap Penggugat (I
)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap
sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/lKuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 9 Februari dan 24 Februari 2021, yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan
keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai
melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat
— Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor_ Tanggal 23
Agustus 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah
bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda
P.1. serta diparaf;
2. Bukti Saksi
a. . . 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di | Gz
I (<2bupaten

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat
adalah suami Penggugat, saksi selaku Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal

bersama di [
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. Kabupaten Sukamara selama 4 tahun sebagai tempat tinggal
bersama terakhir;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu || KGcNGGEEE
I

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2016
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah
secara sirri dengan Wanita tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang
peristiwa selingkuh yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dengan
seorang wanita yang bernama [l

- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan [}, selingkuhan Tergugat
yang telah hamil dan melahirkan anak Tergugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2020
disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain
dan bahkan dari keterangan kakak kandung Penggugat, bahwa
Tergugat sudah menikah siri dan memiliki anak dengan perempuan
tersebut, dan yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat
dan tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira
1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih beberapa
kali berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah

kepada Penggugat;
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- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk
mendamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk

mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

b. I . ur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Pelayan Toko, bertempat tinggal di [ GcNcINEIINN
. <abupaten Sukamara,

Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat
adalah suami Penggugat, saksi selaku Tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama |
. Kabupaten Sukamara selama 4 tahun sebagai tempat tinggal
bersama terakhir;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu || KEGTcNGEEEEE
I

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan Oktober
2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat
berselingkuh dengan Wanita Lain dan menikah secara sirri dengan
wanita tersebut;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan selingkuhan Tergugat yang
bernama [l Bahkan [ telah melahirkan anak hasil
hubungannya dengan Tergugat

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang
peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

tersebut;
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- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekira akhir bulan
Agustus 2020 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan
Kokoy;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira
kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat jarang
berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah
mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk
mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat
tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan gugatan Penggugat
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Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula
mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan

perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka
upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan
gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta
menikahinya secara sirri, dan puncaknya terjadi pada Agustus 2020 dimana
penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat pergi dari rumah kediaman

bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,
namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya

Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah,
Nomor . tcrtanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah) yang telah memenubhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 RBg,
maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut dapat diterima dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. tersebut maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi (NN - ) o-n telah
memberikan keterangan secara terpisah, kedua orang saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal
171, 172 dan 308 RBg dan pasal 1907 KUH Perdata sehingga Majelis Hakim

dapat menerima dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal
23 Agustus 2016;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus
menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita Lain yang
bernama - Bahkan, Tergugat juga telah menikahi wanita tersebut

secara sirri;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi meskipun

jarang;
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4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat
terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit
untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut, maka Majelis
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken mariage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta
kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah
tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai
dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT.
Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

5 ks Jad s el 13l L 331 alaaiil (2 &1 GGIA. G 4305 Era

La s

@

8

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang...... %

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian
merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan
yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua
belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak
sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut)

dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah
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pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil
alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Ushuliyyah yang berbunyi:
ladd) la o adia auldall ¢

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;
2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:
48 )8 al) ol alld 8390 Y g Ana Lagin 22 68 ot by AR b
Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri)
dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang
terbaik adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:
379/K/IAG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat
dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'’in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir
di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka
sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dikabulkan secara

verstek ;
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Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan yang menjatuhkan
talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali
dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali
dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (G
) <hadap Penggugat (I
)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh Kami Abdul Rahman,
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.l., dan Adeng Septi Irawan,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Adib Fuady, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd
ttd
Erik Aswandi, S.H.I. Abdul Rahman, S.Ag.
ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp  10.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp1.125.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 375.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah: : Rp1.630.000,00
Terbilang (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
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